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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

'STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERPADU PEMBAYARAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI BANK PADA KANTOR CAMAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 18 Peraturan
Gubernur Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Pembayaran
PAD melalui Bank perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan
Asli Daerah (PAD) melalui Bank pada Kantor Camat,

1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tehtang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;



12.

13.

14.

LI T S P

2

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Trancuiel Elokbonik;

il i st G5 Tolhun 2001 tontang Pajak Daerah:

sl 83 Talinn 2001 tontang Rettibusi Dacrah;

Ched L s S0 Tahun 2007 lentang Pengelolaan

o . Cohy

Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
F’edoman_Penge_lolaan Keuangan Daerah sebagaimana felah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomc_)r 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk

Bank DKI dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas:

15.

16.
17.
18,
19.
20,

Peraturan Daerah .Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah;

Peraturan Dagfah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir:
F’ératuran Daérah Nomor 6 'fahun 2003 tentang Pajak Hiburan;
Pefaturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel;
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 ten_tang Pajak Restoran:

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Pemanfaatan Air

- Bawah Tanah dan Air Permukaan;

21.
22,

23.

24,
- 25.

26.

27.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame;

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang
Daerah; -

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah: :

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah; : |

Peraturan Gubemur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta;

Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Daerah Khusus |bukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2008;



Menetapkan :

28.

-0
.

31.

Peraturan Gubemnur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tala Kerin Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
[For s I

e L Toseas U0 Tenlang 2009 tentang Pembentukan,

. 4 -
B e [P I N L L

oy oo
4-

P o L Wl 2609 tentang pembenlukan,
S e T e it Poiendaharaan dan Kas;

Peraturan Gubernur Nomor 512 Tahun 2009 tentang Penunjukan Bank

sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening
Penerimaan dan Rekening Pengeluaran;

~MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP) PELAYANAN TERPADU PEMBAYARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) MELALUI BANK PADA KANTOR CAMAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

2

D_aerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Peme_ﬁntaﬁ Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai
Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubermnur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya. disingkat BPKD

adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalah Dinas
Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya disebut
Dinas _Komi'nfomas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan
Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah

- Penerimaan Daerah yang bersumber dari hak Pemerintah Daerah

terhadap orang atau badan. '

Rekening Kas Umum Daerah adala'h Rekening tempat Penyimpanan
Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh

Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada
Bank yang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.



(—

10.

11,

13.

14,

15.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Vi vl b

Lol Do e Deseh vang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Uit i e oo esoving] Dacrah Khusus lbukota Jakarta,
Uil maic, ciiva vansaie oo a0 o Gun Kas yang selanjulnya disingkat

UPPK adalah Unit Pclayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

‘Unit Pelayanan Kas yang selanjutnya disebut UPK adalah Unit

Pelayanan Kas BPKD pada Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal

di bawah Satu Atap (Samsat) Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor.

'Surat Ketétapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya Jumlah Pokok

~ Pajak. '

16.

17.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah SSPD
adalah Surat yang oleh Waijib Pajak digunakan untuk melakukan
Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang Terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut
SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya

- Jumlah Pokok Pajak, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pembayairan Pokok Pajak, Besarnya Sanksi Administrasi dan jumiah
yang masih harus dibayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah 'Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan Tambahan atas Jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Tagihan Péjak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah
Surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau Sanksi Administrasi

- berupa Bunga dan/atau Benda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD

adalah Surat Ketetapan yang menentukan besamya Retribusi yang
Terutang.

Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STSRD
adalah Surat yang digunakan oleh Pemegang Kas/Petugas Pemungut

‘untuk menyetorkan hasil Pungutan Retribusi.

Surat. Tanda Setoran yang selanjutnya disebut STS adalah Bukti
Transaksi yang digunakan dalam prosedur Akuntansi Penerimaan Kas.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah
Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau Sanksi Administrasi
berupa Bunga dan/atau Denda.



Pasal 2
(1) Untult mcleiksanakan  kelentuan Peraturan Gubernur Nomor 75
Teid Lvov el ol enut Torpadu Petnbayaran PAD melalui
Ll G i Sl or Onorasional Prosedur (SOP) Pelayanan
o, o i, st e, Louin Asli Daerah (PAD) melalui Bank
TP URTRTE D o e bacanium pada Lampiran Peraturan

(2) Lampiran Peraturan Gubcmur schagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang kantor sebagai tempat
Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah melalui Bank

pada Kantor Camat, diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerja Sama antara
Pemerintah Daerah dengan Bank DK,

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang méngetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

_Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 11 Januari 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUK A JAKARTA, '

Diundangkan di Jakarta
. pada tanggal 28 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

UHAYAT
NIP 050012362 -

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2010 NOMOR 17



Lampiran : Peraturan Gu't:}ernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nowar 7 TAUUit 2010
Teae,ul 11 Jwiwari 2010

STANDAR OPERAC 2l L SOl [0 ) ‘.nii.x\‘l’!'u‘i.-’ﬁ\N TzRPADU PEMBAYARAN
CPENDAPAT WL L s cogae el SARIK PADA KANTOR CAMAT

l. Ruang Lingkup | i

a. Satuan Kerja Pelayanan Terbadu Pembayaran PAD ﬁelalui Bank terdiri dari unsur :

1.

5.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) terfﬁasu_k didalamnya :

a) Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas (UPPK); dan
b) Unit Pelayanan Kas (UPK) BPKD. ﬁ

Dinas Pelayanan Pajak.
Dinas Kominfomas.

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perahgkat Daerah yang karena tugas
dan fungsinya mempunyai wewenang untuk memungut Retribusi Daerah dan

dapat dalam bentuk Badan/Dinas/Kantor/Suku Qinas atau Unit Pelaksana Teknis
Badan/Dinas. ‘ i

Bank DKI meliputi seluruh Unit Oberasional.

. b. Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilayahi.. yaitu :

1.

- b) Penjualan Brandgang; |

Pajak Daerah meliputi :
a) Pajak Parkir;

b) Pajak Hiburan;

¢) Pajak Hotel:
d) Pajak Restoran;

) Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP); dan
f) - Pajak Reklame. :

Retribusi Daerah meliputi :

a) Jasa Umum;
b} Jasa Usaha; dan
c) -Perizinan Tertentu.

Lain-lain PAD yang Sah meliputi :
a) Pelepasan Hak Atas Tanah;

f

!

|

|

¢) Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai:
d) Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai;

e) Penjualan Gedung dan Bangunan Lainnya;
f) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua:

g) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat;
h) Rekomendasi HGB/HPL: _ o
i) Sewa Tanah: |
j) Sewa Gedung; dan |
k) Hasil Lelang Titik Reklame atas Aset Pemda; |



II. Uraian Pelaksanaan Tugas

a. BPKD, melaksanziian tugas sehagal berikut ;

1.

2.

MENEMMa €L 1wl Saroii ponyvionan PAD yang tordird dari

a) Surel oiew o v jw Dasmn (L47D) untuk jonis pajak reklame dan PABT-
FLIJ; ‘

b) Suit ol ol e {20y mssa, cicllan dan perbaikan/Surat

KUlvloguil gl Buavien 1wy woayul (LPDiKB)Y/Surat Ketelapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan (SIKPDKBT)Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD) untuk seluruh jenis pajak daerah lainnya meliputi; Pajak Parkir, Pajak
Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
c) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk seluruh jenis Retribusi Daerah:
d) Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah (STSRD) untuk seluruh jenis Retribusi
Daerah; dan

e) Surat Tanda Setoran (STS) untuk jenis penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.
melaksanakan perekaman data dan validasi sarana penyetoran;

3. membukukan d.an melaporkan penerimaan PAD pada tingkat Unit Pelayanan

Perbendaharaan dan Kas: dan

4 menugaskan pegawai BPKD pada pelayanan terpadu pembayaran PAD melalui

bank pada Kantor Camat. .

b. Dinas Pelayanan Pajak, melaksanakan tugas sebagai berikut :

1.

2.

menerbitkan, menandatangani dan menyampaikan SKPD kepada WP untuk jenis-
jenis Pajak Reklame dan PABT-AP:

menerbitkan, menandatangani dan menyampaikan SKPDKB/SKPDKBT/STPD

kepada WP untuk jenis Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak
Restoran,; .

. menyiapkan data subjek dan objek Wajib Pajak;
. menyediakan formulir SSPD; dan

- menerima, meneliti dan mencatat tindasan SSPD masa dan perbaikan/SKPD/

SKPDKBISKPDKBTISTPD dari WP yang telah melaksanakan pembayaran pajak.

¢. SKPD/UKPD, melaksanakan tugas sebagai berikut :

1.

mendaftar dan mendata Wajib Retribusi Daerah yang mengajukan permohonan
pelayanan;

. menetapkan dan rhenerbitk_an SKRD untuk Retribusi Daerah dan STS untuk

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dan Penerimaan Daerah Lainnya, sesuai
dengan wewenangnya;

menyerahkan SKRD kepada Wajib Retribusi Daerah;

. melaksanakan STS yang menjadi kewajibannya atau menyerahkan STS kepada

wajib setor;
mengadministrasikan sarana pemungutan Retribusi Daerah;

menyetorkan penerimaan Retribusi Daerah yang diterima langsung dengan
menggunakan STSRD;

menerima tindasan SKRD dan STS dari Wajib Retribusi atau Wajib Setor;



-

8. melakukan pemantauan pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah melaiui konfirmasi dengan BPKD; dan

8. menetapkan dan mencrbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) terhadap
pembayaran relribusi yang lewat balas wakiu pembayaran.

d. Dinas Kominfom..s, maoiclwanaicn kgos sebuagal berikut :

1. menyicpkan dun Biviiguituon 0t el Informasi Penerimaan Daerah sebagai
bagian danl Siolein s =i o Lil ieuangan Daerah, yang meliputi
a) Perangkat lunak aplikasi; dan

b) Perangkat jaringan komunikasi data yang dapat menghubungkan antara
SKPD/UKPD terkait dengan Sistsm Informasi Penerimaan Daerah. .

2. melaksanakan mdnitorihg.‘ pemeliharaan dan evaluasi, perangkat lunak aplikasi,
‘ dan perangkat jaringan komunikasi data Sistem Informasi Penerimaan Daerah;

3. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Sistem' Informasi Penerimaan Daerah
dengan BPKD, DPP dan Bank DKI;

4. memberitahukan gangguan dan/atau ‘k_em‘ungkinan terjadinya gangguan Sistem
Informasi Penerimaan Daerah kepada BPKD, DPP dan Bank DKI: dan

5. dalam penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan dapat bekerja sama dengan
BPKD, DPP dan Bank DKL '

e. Bank DKI, melaksanakan tugas sebagai berikut : _

1. dapat membantu menyediakan perangkat keras komputer dan perangkat

jaringan komunikasi data sistem pelayanan terpadu pembayaran PAD melalui
bank; | |

2. mengoperasikan Sistem Informasi Peneriméan Daerah bersama BPKD;

3. menerima fisik uang pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan
sarana penyetoran PAD; :

4. melaksanakan Pengesahan dengan membubuhkan tanda tangan pada sarana
Penyetoran PAD; dan

5. menyerahkan lembar pertama sarana penyetoran PAD kepada penyetor;

6. melaksanakan per_nbukuan dan rekonsiliasi Bank hasil penerimaan PAD dengan
pegawai BPKD yang ditugaskan:;

7. melakukan proses penyetoran hasil penerimaan PAD ke rekening BUD dengan
menerbitkan Nota Kredit;

8. menyampaikan tindasan sarana penyetoran Pajak Daerah kepada DPP;

9. menyampaikan tindasan sarana penyetoran Retribusi Daerah, Lain-lain PAD
yang Sah dan Penerimaan Daerah Lainnya, kepada SKPD/UKPD;

10." melakukan proses rekonsiliasi seluruh hasil penerimaan PAD dan Penerimaan
Daerah Lainnya kepada BPKD: dan

11. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan térpadu pembayaran PAD
melalui Bank DKI.



lI. Mekanisme Pembayaran

a. Alat Pembayaran:

1. Uang Tuadi

2, ColliiLills

o 8) Putlyulsiait Congmt tiuie. i C/iiyet giro dinyatakan sah pembayarannya
B R TV S S wainnjulnya dilakukan mekanisme

SesUal Gunguin Puinuayai wi Wail;
b) Tanggal jatuh tempo cekibilyet giro selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
sebelum jatuh tempo pembayaran.

b. Pembayaran Pajak Daerah

1. Dinas Pelayanan Pajak
a) Pembayaran

" Bank DKi pada Kantor Camat ményampaikan laporan pembayaran pajak
kepada Dinas Pelayanan Pajak melalui Suku Dinas Pelayanan Pajak;

| b) Pelaporan '

Dinas Pelayanan Pajak membuat dan menyampaikan laporan Pajak Daerah -
setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya kepada BPKD

2. Wajib Pajak _
a) menerima formulir SSPD dan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD dari Dinas
- Pelayanan Pajak atau Suku Dinas Pelayanan Pajak:
b) mengisi formulir SSPD masa cicilan dan perbaikan:
¢) melaksanakan pembayaran Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan perpajakan;

d) menerima lembar pertama SSPD masa cicilan dan perbaikan, dan menerima
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD yang tela_h divalidasi; dan

e) menyamp'aikan tindasan pembayaran Pajak Daerah yang telah divalidasi
kepada Dinas Pelayanan Pajak melalui Suku Dinas Pelayanan Pajak.

3. Bank DK!

a) Kantor Pelayanan_ Bank DKI menyediakan tempat pelayanan pembayaran Pajak
Daerah, bersamaan dengan tempat pelayanan Bank pada umumnya;

b) petugas Kantor Pelayanan Bank DKI menerima sarana penyetoran Pajak
Daerah berupa SKPD atau SSPD; :

c) petugas Kantor Pelayanan Bank DK! yang menerima penyetoran Pajak Daerah

selanjutnya meneliti SKPD atau SSPD mengenai NPWPD, kode rekening
penerimaan dan nominal pembayaran Pajak Daerah:

d) petugas Kantor Pelayanan Bank DKI menerima penyetoran pembayaran pajak
sesuai dengan nilai nominal pada SKPD atau SSPD:

e) petugas Kantor Pelayanan Bank DKI melakukan pengesahan penerimaan
dengan membubuhkan tanda tangan pada SKPD atau SSPD:

f) petugas Kantor Pelayanan Bank DK| memberikan SKPD atau SSPD kepada
petugas BPKD ditempat yang sama, untuk divalidasi. Setelah memvalidasi
petugas BFKD mengambil tindasan kedua dan ketiga SKPD atau SSPD;



g) petugas Kantor pellayanan Bank DKI menerima SKPD ‘atau SSPD yang telah
divalidast oleh petugas BPKD; : :

h) petugas Kantor Pelayanan Bank DK! menyerahkan lembar pertama dan 1 (satu)
lembar tincusan SKiPD cluu SSPD kepada penyelor;

i) Kantor Cooainy i Dol Y decinbawahi pelayanan terpadu menerima
tembucia o cici Tiivn e oo Puzi Dacrah yang diterima dari BPKD
C.. Uiriril Livciad vy i e oo 4 Siliat Dinas Pelayanan Pajak dan UPT

Pelayanaan i-o

gy

j) Kantor Cabang Bank DKl yang mcmbawahi pelayanan terpadu menyampaikan
laporan harian dan rekening koran kepada UPPK; dan

k) Bank DKI menyampaikan laporan harian berupa bukti nota kredit dan rekening
koran kepada BPKD: -

- BPKD c.q. UPPK

a) BPKD c.q. UPPK menempatkan petugas pelayanan penerimaan di tempat
pelayanan terpadu Kecamatan;

b) petugas pelayanan penerimaan UPPK merupakan bagian front office pelayanan
terpadu Kecamatan:

C) petugas pelayanan penerimaan UPPK menerima SKPD atau SSPD yahg sudah
ditandatangani dari petugas Bank;

d) petugas pelayanan penerimaan UPPK melakukan perekaman data dan validasi
terhadap SKPD atau SSPD yang diterima dari petugas Bank dan membubuhkan
paraf pada ruang validasi yang di stempel apabila sudah sesuai dengan data
yang tertera pada SKPD atau SSPD. Mengembalikan SKPD atau SSPD kepada
petugas Bank apabila terdapat kekeliruan, untuk dikembalikan kepada penyetor;

e) petugas pelayanan penerimaan UPPK memilah SKPD atau SSPD yang telah
divalidasi dan mengambil lembar ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga);

f) petugas pelayanan penerimaan UPPK menyerahkan asli dan tindasan 4 (empat)
dan 5 (lima) SKPD atau SSPD yang sudah divalidasi kepada petugas Bank;

g) petugas pelayanan peherimaan UPPK mencetak dan menandatangani laporan :
1) Penggunaan nomor validasi:
2) Daftar penerimaan Pajak:
3) Laporan penerimaan Pajak Daerah;

4) Rekapitulasi penerimaan Pajak Daerah bulanan; dan
5) Rekapitulasi penerimaan Pajak Daerah berkala harian.

h) petugas pelayanan penerimaan UPPK menyampaikan laporan tersebut di atas
kepada Kepala UPPK Kota Administrasi;

[) petugas pelayanan penerimaan UPPK menerbitkan dan menandatangani
setoran Bank; '

j) petugas pelayanan penerimaan UPPK men’yerahkah setoran Bank kepada
petugas Bank untuk dibukukan: '

k) petugas pelayanan penerimaan UPPK menerima tanda penyetoran yang sudah
dibukukan dari petugas Bank;

1) Kepala UPPK Kota Administrasi membuat laporan kepada :



1) Kepala BPKD c.q. Kepala Bidang Perbendaharaan untuk laporan
Penggunaan nomor validasi, Daftar penerimaan Pajak, Laporan penerimaan
Pajak Bocicy, Rekamivlasi pencrimaan Pajak Daerah bulanan, Rekapitulasi
PeNerianLLY Fiwx Duurah benia harian;

2) Kepale D ¢ Wopaia Lideny Akuntansi untuk laporan Penggunaan

RGINOT Vool e’ enalionedt Pujak, Loporan penerimaan Pajak
Duicat, s Dl l o G e us Deerah bulanan, Rekapitulasi
Potcrmien o 0w nuden, dilengkapi dengan tindasan
S Lo s ey e

3) Kepala BPKD c.q. Kepala Bidang Pendapalan Daerah untuk laporan
penerimaan Pajak Daerah, rekapitulasi penerimaan Pajak Daerah bulanan,
dan rekapitulasi penerimaan Pajak Daerah berkala harian.

C. Retribusi Daerah yang dipungut dengan SKRD

1. SKPD/UKPD

Pejabat SKPD/UKPD pemungut Retribusi menandatangani SKRD (Surat
Ketetapan Retribusi Daerah);

Pejabat SKPD/UKPD menyerahkan SKRD yang sudah ditandatangani kepada
Wajib Retribusi; :

¢. Waijib Retribusi membayar ke Bank sesuai dengan SKRD yang telah ditetapkan;

Bendahara Peherimaan SKPD/UKPD menatausahakan SKRD yang sudah
diterbitkan maupun yang sudah dibayar;

Bendahara Penerimaan SKPD/UKPD pemungut Refribusi membuat
pertanggungjawaban administrasi atas penerimaan Retribusi Daerah yang telah
disetorkan kepada Kepala SKPD/UKPD ‘

Bendahara Penerimaan SKPD/UKPD menerima rekapitulasi pembayaran
Retribusi dari Bank;

Kepala SKPD/UKPD bersama Bendahara Penerimaan menyampaikan laporan

Penerimaan Retribusi Daerah yang telah disetorkan kepada Gubernur melalui
BUD; dan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dilampiri dengan rekapitulasi
penerimaan harian dan buku pembantu per rincian obyek penerimaan.

2. Bank DK

Kantor Pelayanan Bank DKi menyediakan tempat pelayanan pembayaran
Retribusi Daerah, bersamaan dengan tempat pelayanan Bank pada umumnya;

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI menerima sarana penyetoran Retribusi
Daerah berupa SKRD dan STSRD:

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKl yang menerima penyetoran Retribusi

Daerah meneliti SKRD dan STSRD, kode rekening penerimaan dan nominal
pembayaran Retribusi Daerah;

. Petugas Kantor Pe'layanan Bank DKI menerima penyetoran pembayaran
- Retribusi sesuai dengan nilai nominal pada SKRD dan STSRD;

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKl melakukan pengesahan penerimaan

dengan membubuhkan tahda tangan pada SKRD atau STSRD;



o

a.

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKl memberikan SKRD dan STSRD kepada
pelugas BPKD ditempat yang sama, untuk divalidasi dan setelah memvalidasi,
petugas BPKD maengambl indasan kadua dan ketiga SKRD dan STSRD:

Pelugas K lor Pulavensn Bank DK mencrima SKRD dan STSRD yang telah
divalidasi 01 . et oot

T
RS TR T R

Petunas Kuior -t o000, o Laniyerahikan lembar pertama dan 1 (satu)
JEmDLr Uit s e foe e Ry GLOL

Kanlor Cubuwnl Land L0 Yo J ineabawahi pelayanan terpadu menerima
tembusan laporan harian penerimaan Retribusi Daerah yang diterima dari BPKD
¢.q. UPPK untuk disampaikan kepada Bendahara Penerimaan SKPD/UKPD;

Kantor Cabang Bank DKI yang membawahi pelayanan terpadu menyampaikan
laporan harian dan rekening koran kepada UPPK: dan

Bank DKI menyampaikan laporan harian berupé bukti nota kredit dan rekening
koran kepada B8PKD.

. BPKD c¢.q. UPPK

BPKD c.q. UPPK menempatkan petugas pelayanan penerimaan di tempat
pelayanan terpadu Kecamatan:

Petugas pelayénan penerimaan UPPK sekaligtjs merangkap bagian front office
pelayanan terpadu Kecamatan;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menerima SKRD dah STSRD yang sudah
ditandatangani dari petugas Bank;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK melakukan perekaman data dan validasi
terhadap SKRD dan STSRD yang diterima dari petugas Bank dan
membubuhkan paraf pada ruang validasi yang di stempel apabila sudah sesuai
dengan data yang tertera pada SKRD dan STSRD dan mengembalikan SKRD

dan STSRD kepada petugas Bank apabila terdapat kekeliruan, untuk selanjutnya
dikembalikan kepada penyetor:

Petugés pelayanan penerimaan UPPK memiiah SKRD dan STSRD yang telah
divalidasi dan mengambil lembar ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga);

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menyerahkan asli dan tindasan 4 (empat)
dan 5 (lima) dari SKRD dan STSRD yang sudah divalidasi kepada petugas Bank;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK mencetak dan menandatangani laporan ;

1) Penggunaan nomor validasi:

2) Daftar penerimaan Retribusi Daerah;

3) Laporan penerimaan Retribusi Daerab;

4) Rekapitulasi penerimaan Retribusi Daerah bulanan; dan
5) Rekapitulasi penerimaan Retribusi Daerah berkala harian.

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menyampaikén laporan tersebut di atas,
kepada Kepala UPPK Kota Administrasi:

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menerbitkan dan menandatangani
setoran Bank;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menyerahkan setoran Bank kepada
petugas Bank untuk dibukukan;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menerima tanda penyetoran yang sudah
dibukukan dari petugas Bank.



Kepala UPPK Kota Administrasi membuat laporan kepada :
1) Kepala BPKD c.q. Kepala Bidang Perbendaharaan untuk laporan

Bengouncon nomer  validasi, Daflar penerimaan Relribusi, Laporan
PONGTIL —i caedind Dollhy enaniiilasi pencrimaan Retribusi Daerah
Buliinei vwniin ol i Goaolibusi Daorah berkala harian;
2) Wodenr o _ e, eantlinansi untuk laporan Penggunaan
SN e L w et Laporan penerimaan Retribusi
Bty e s g Daerah bulanan, Rekapitulasi
T S R S T ) difengkapi dengan tindasan

SKRD dan STSKD: dan

3) Kepala BPKD c¢.q. Kepala Bidang Pendapatan Daerah untuk laporan

penerimaan Retribusi Daerah, Rekapitulasi penerimaan Retribusi Daerah
bulanan, Rekapitulasi penerimaan Retribusi Daerah berkala harian.

-d. Retribusi Daerah yang dipungut dengan karcis atau sejenisnya :

1. SKPD/UKPD

a.

,Bendéhara 'Penerimaan SKPD/UKPD meneliti dan memverifikasi setoran

Retribusi Daerah:

Bendahara Penerimaan SKPD/UKPD dapat menyetor uang penerimaan

" Retribusi Daerah ke Bank DKI melalui tempat pelayanan terpadu PAD di

Kecamatan, dengan menggunakan STSRD;

Bendahara Penerimaan SKPD/UKPD menatausahakan penerimaan Retribusi
Daerah;

Bendahara Penerimaan SKPDIUKPD pemungut Retribusi membuat

pertanggungjawaban administrasi atas penerimaan Retribusi Daerah kepada
Kepala SKPD/UKPD: .

Kepala SKPD/UKPD berSama Bendahara Penerimaan menyampaikan laporan
penerimaan Retribusi Daerah kepada Gubernur melalui BUD,; dan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dilampiri dengan rekapitulasi
penerimaan harian dan buku pembantu per rincian obyek penerimaan.

2. Bank DKi

a.

Kantor Pelayanan Bank DK menyediakan tempat pelayanan pembayaran
Retribusi Daerah, bersamaan dengan tempat pelayanan Bank pada umumnya;

. Petugas' Kantor Pelayanan Bank DKI menerima sarana penyetoran Retribusi
Daerah berupa SKRD dan STSRD;

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI yang menerima penyetoran Retribusi
Daerah meneliti SKRD dan STSRD, kode rekening penerimaan dan nominal
pembayaran Retribusi Daerah:

. Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI menerima penyetoran pembayaran

Retribusi sesuai dengan nilai nominal pada SKRD dan STSRD:

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKl melakukan pengesahan penerimaan
dengan membubuhkan tanda tangan pada SKRD atau STSRD;

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI memberikan SKRD dan STSRD kepada
petugas BPKD ditempat yang sama, untuk divalidasi. Setelah memvalidasi,
petugas BPKD mengambil tindasan kedua dan ketiga SKRD dan STSRD:
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Petugas Kantor.rPéIayanan Bank DKI menerima SKRD dan STSRD yang telah
divalidasi oleh petugas BPKD:

. Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI menyerahkan lembar pertama dan 1 (satu)

lembar tind can &G dan STSRD hapada penyetor;

Kanlor Calung Lonk DIl vang membawahi pelayanan terpadu menerima
tembusen L sorain nviun Doncinne i wiiousi Daerah yang dilerima dari BPKD
C.0. UPPIS Ui Giv i iU s idohiala Penetimaan SKPD/UKPD;

Kantor Cabang Lo Dad

o

v v o dudil pilayanan terpadu menyampaikan
laporan harian dan rekening koran kepada UPPPK; dan
g i

Bank DKI menyampaikan laporan harian berupa bukti nota kredit dan rekening
koran kepada BPKD.

. BPKD c.q. UPPK

BPKD c.q. UPPK menempatkan petugas pelayanan penerimaan di tempat
pelayanan terpadu Kecamatan; '

Petugas pelayanan penerimaan UPPK merupakan bagian front office pelayanan
terpadu Kecamatan: :

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menerima SKRD dan STSRD yang sudah
ditandatangani dari petugas Bank;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK melakukan perekaman data dan validasi

‘terhadap SKRD dan STSRD yang diterima dar petugas Bank dan

membubuhkan paraf pada ruang validasi yang di stempel apabila sudah sesuai
dengan data yang tertera pada SKRD dan STSRD dan mengembalikan SKRD

dan STSRD kepada petugas Bank apabila terdapat kekeliruan, untuk
dikembalikan kepada penyetor.

Petugas pelayanan penerimaan UPPK memilah SKRD dan STSRD yang telah
divalidasi dan mengambil lembar ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga);

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menyerahkan asli dan tindasan 4 (empat)
dan 5 (lima) dari SKRD dan STSRD yang sudah divalidasi kepada petugas Bank;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK mencetak dan menandatangani laporan :

1) Penggunaan nomor validasi;

2) Daftar penerimaan Retribusi Daerah;

3) ‘Laporan penerimaan Retribusi Daerah: .

4) Rekapitulasi penerimaan Retribusi Daerah bulanan; dan
5) Rekapitulasi penerimaan Retribusi Daerah berkala harian.

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menyampaikan laporan tersebut di atas,
kepada Kepala UPPK Kota Administrasi;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menerbitkan dan menandatangani
setoran Bank; '

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menyerahkan setoran Bank kepada
petugas Bank untuk dibukukan;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menerima tanda penyetoran yang sudah
dibukukan dari petugas Bank;
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Kepala UPPK Kota Administrasi membuat laporan kepada :

1) Kepala BPKD c¢.q. Kepala Bidang Perbendaharaan untuk laporan
Penggunach  nomor  validasi, Daltar penerimaan Relribusi, Laporan

Pnciing. Wit iwawdsl Dagich, Rekapiiulasi penerimaan Retribusi Daerah
Dulaniay, o L e G eadiinust Dagrah berkala harian;

2) Wopula e LD Gl i e Cwiiiansi untuk laporan Penggunaan
GOyt LT siadd, Lunoran :enerithaan Retribusi
Diciniy, v : v ceeniativl Dacrah bulunan, Rekapitulasi

penerimaan Kelriousi ‘qu;mh burkala harian, dilengkapi dengan tindasan
SKRD dan STSRD: dan '
3) Kepala BPKD c¢.q. Kepala Bidang Pendapatan Daerah untuk laporan

penerimaan Retribusi Daerah, Rekapitulasi penerimaan Retribusi Daerah
bulanan, Rekapitulasi penerimaan Retribusi Daerah berkala harian.

€. Pembayaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- 1. SKPD/UKPD

a.

Pejabat SKPD/UKPD pemungut lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
menetapkan kewajiban yang harus dibayar oleh Pihak Ketiga;

Pejabat SKPD/UKPD menyerahkan ketetapan kewajiban yang harus dibayar
oleh Pihak Ketiga yang sudah ditandatangani kepada Pihak Ketiga;

Pihak Ketiga mengisi STS sesuai dengan ketetapan kewajiban yang harus
dibayar; .

. Pihak Ketiga membaYar ke Bank sesuai dengan ketetapan kewajiban yang harus

dibayar, :

Bendahara Penerimaan SKPD/UKPD menatausahakan STS yang sudah
dibayar; '

Bendahara' Penerimaan ~ SKPD/UKPD  membuat  pertanggungjawaban

administrasi atas penerimaan’lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang
telah dibayar kepada Kepala SKPD/UKPD:

Bendahara Penerimaan SKPD/UKPD menerima rekapitulasi pembayaran dari
Bank; : '

. Kepala SKPD/UKPD bersama Bendahara Penerimaan menyampaikan laporan

penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang telah dibayarkan
kepada Gubernur melalui BUD; dan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dilampiri dengan rekapitulasi
penerimaan-harian dan buku pembantu per rincian obyek penerimaan.

2. Bank DKI

a.

Kantor Pelayanan Bank DK menyediakan tempat pelayanan pembayaran lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, bersamaan dengan tempat pelayanan
Bank pada umumnya;

Petugas' Kantor Pelayanan Bank DKI menerima sarana penyetoran lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah berupa STS;

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI yang menerima penyetoran lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah meneliti STS, kode rekening penerimaan dan
nominal pembayaran lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
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Petugas Kantor Pelayanan Bank DKl menerima penyetoran pembayaran lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan nilai nominal pada STS;

Petugas Kanlor Pelayanan Bank DKI melakukan pengesahan penerimaan
dengan mc nbubuiikan tanda tangan pada STS:

Pelugas KKunier Fouyanein Lank DIU memberikan STS kepada pelugas BPKD

dilempat Yorl Coi, boeedl . Wb Sotzlah memvalidasi, pctugas BPKD
MENCLIVI livteiit huin ) P w2 1]

Pelugas Kuined D) wied Lo 070 niznciing STS yang telah divalidasi oleh
petugas BPKD;

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKiI' menyerahkan lembar pertama dan 1 (satu)
lembar tindasan STS kepada penyetor;

Kantor Cabang Bank ‘DKI. yang membawahi pelayanan terpadu menerima

tembusan laporan harian penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

yang diterima dari BPKD c.q. UPPK untuk disampaikan kepada Bendahara
Penerimaan SKPD/UKPD;

Kantor Cabang Bénk DKI yang membawahi pelayanén terpadu menyampaikan
laporan harian dan rekening koran kepada UPPK; dan

. Bank DKI menyampaikan laporan harian berupa bukti nota kredit dan rekening

koran kepada BPKD. '

. BPKD c.q. UPPK

a.

BPKD 'c.q. UPPK menempatkan petugas pelayanan penerimaan di tempat
pelayanan terpadu Kecamatan; .

Petugas pelayanan penerimaan UPPK merupakan bagian front office pelayanan
terpadu Kecamatan; : :

Petugas pelayanan 'penerimaan' UPPK menerima STS yang sudah
ditandatangani dari petugas Bank:

Petugas pelayanan penerimaan UPPK melakukan perekaman data dan validasi
terhadap STS yang diterima dari petugas Bank dan membubuhkan paraf pada
ruang validasi yang di stempel apabila sudah sesuai dengan data yang tertera
pada STS. Mengembalikan STS kepada petugas Bank apabila terdapat
kekeliruan, untuk dikembalikan kepada penyetor;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK memilah STS'yang telah divalidasi dan
mengambil lembar ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga);

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menyerahkan asli dan tindasan 4 (empat)
dan § (lima) STS yang sudah divalidasi kepada petugas Bank;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK mencetak dan menandatangani laporan :
1) penggunaan nomor validasi:

- 2) datftar penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

3) laporan penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
4) rekapitulasi penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berkala
bulanan; dan

5) rekapitulasi peneri_maan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berkala
harian, .
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Petugas pelayanan penerimaan UPPK menyampaikan laporan tersebut di atas,
kepada Kepala UPPK Kota Administrasi:

Petugas pelayancn peherdmaan UPPK menerbitkan dan menandatangani
seloran Lai g ‘

PCILGIS Lo lul vt Siiviniadt Ueiid menyerahkan setoran Bank kepada
PRl i el T e .

CPGUILS LT e  nunedma tanda penyetoran yang sudah
GIDU L s

s R
[ -’ 4

Kepala UPPK Kola Administrasi membuat laporan kepada :

1) Kepala BPKD c¢.q. Kepala Bidang Perbendaharaan untuk laporan
Penggunaan nomor validasi, Daftar penerimaan Retribusi, Laporan
penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Rekapitulasi
penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah bulanan, Rekapitulasi
penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berkala harian;

2) Kepala BPKD c.q. Kepala Bidang Akuntansi untuk laporan Penggunaan
nomor validasi, Daftar penerimaan Retribusi, Laporan penerimaan lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah, Rekapitulasi penerimaan lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah bulanan, Rekapitulasi penerimaan lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah berkala harian, dilengkapi dengan tindasan
STS; dan

3) Kepala BPKD c.q. Kepala Bidang Pendapatan Daerah untuk laporan
penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Rekapitulasi
penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah bulanan, Rekapitulasi
penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berkala harian.

IV. Prasarana dan Sarana Pelayanan Terpadu Pembayaran PAD Melalui Bank di
Kecamatan

a. Ruang Kantor

1.

Ruang _kéntor tempat pelayanan terpadu pembayaran PAD melalui Bank
disediakan di Kantor Camat dengan luas ruang kantor antara 40 m? (empat puluh

meter persegi) sampai dengan 60 m? (enam puluh meter persagi) bertempat di
lantai dasar; -

Ruang kantor tempat pelayanan terpadu pembayaran- PAD melalui Bank di
Kecamatan selain menggunakan tempat pelayanan Bank DKI saat ini juga akan

. menggunakan eks ruang Kantor Dinas Pendapatan Daerah dan eks ruang

Kantor KPKD di Kecamatan;

Pemeliharaan dan perawatan ruang kantor tempat pelayanan terpadu

pembayaran PAD melalui Bank pada Kantor Camat menjadi tanggung jawab
Bank DKI; dan - :

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sebagai dimaksud dalam
angka 3 (tiga) dikoordinasikan dengan pihak Camat.

b. Telepon, Air dan Listrik

1.

penyediaan sarana telepon dan listrik pada tempat pelayanan terpadu

pembayaran PAD melalui Bank pada Kantor Kecamatan menjadi tanggung
jawab Bank DKI; dan
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Khusus mengenai sarana penggunaan air apabila dimungkinkan dapat terpisah
dari sarana air Kantor Camat.

¢. Teknologi Informazi dan Komunikasi

1.

10.

teknologi in‘ormasi Can komunias yang dipargunakan adalah Sistem Informasi
Penorimansn Docioii bevwwl toliea Cali Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangun Do sicil L) et 2o biangial keras dan perangkat jaringan
KOMunikuoi G, ‘

pengoperasian Sislem Iniormasi Punerimaan Daerah dilakukan bersama oleh
petugas UPPK dengan peltugas Bank DKI; |

pengendalian Sistem Informasi Penerimaan Daerah dilakukan oleh Dinas
Kominfomas;

pengadaan perangkat keras Sistem Informasi Penerimaan Daerah dilakukan
oleh BPKD;

pengadaan perangkat lunak aplikasi dan perangkat jaringan komunikasi data
Sistem Informasi Penerimaan Daerah d‘ilakukarn oleh Dinas Kominfomas:

. pemelihara‘ah dan perawatan perangkat keras Sistem Informasi Penerimaan

Daerah dilakukan oleh BPKD;

pemeliharaan dan- pengembangan perangkat funak aplikasi dan perangkat

jaringan komunikasi data Sistem ‘Info'rmasi Penerimaan Daerah dilakukan oleh
Dinas Kominfomas;

Sistem Informasi Penerimaan Daerah dioperasikan pada :

a) Tempat pelayanan terpadu pembayaran PAD pada Kantor Camat;
b} UPK BPKD; '

¢) Gerai Pajak; dan

d) UPPK;

. Sistem Informasi Penerimaan Daerah dapat diakses dan dimonitor informasinya

pada :

a) UPPK;

b) Dinas Pelayanan Pajak;

¢) Bidang Perbendaharaan BPKD:

d) Bidang Pendapatan Daerah BPKD: dan
e) Bidang Akuntansi BPKD,

Untuk pengadaan, p'emel'iharaan, perawatan dan/atau pengembangan perangkat
keras dan perangkat jaringan komunikasi data Sistem Informasi Penerimaan

Daerah pada Dinas Kominfomas atau BPKD dapat difasilitasi dan dibantu oleh
Bank DKI.

V. Koreksi Terhadap Kode Rekening Dan Nominal Pembayaran Dalam Sistem Informasi
Penerimaan Daerah. '

a. koreksi terhadap kekeliruan kode rekening dan nominal pembayaran PAD dalam
Sistem Informasi Penerimaan Daerah pada tahap input dan validasi sebelum

penyetoran ke Bank, dilakukan oleh petugas UPPK pada tempat pelayanan terpadu
pembayaran PAD.
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b. koreksi 'terhadap kekeliruan kode rekening dan nominal pembayaran PAD dalam
Sistem Informasi Penerimaan Daerah pada tahap proses sebelum pelaporan
dilakukan oleh Bidang Perbendaharaan BPKD diseria dengan Berila Acara Koreksi.

c. koreksi terhada, Lolliivon Lodo reacning dan nominal pembayaran PAD dalam

Sistem Informa: Pooicl it Doo sawa dahap proses selelah pelaporan dilakukan
oleh Bidung Al ol o000 teaagan Borita Acara Koreksi.

GUUERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




